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BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR  26 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016 
TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PEMANTAUAN  

KUALITAS LINGKUNGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI PANGANDARAN, 
 

 Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di 
Kabupaten Pangandaran mengandung resiko pencemaran 
dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengancam 
kelangsungan hidup yang ditimbulkan oleh limbah yang 
dibuang ke dalam media lingkungan hidup; 

  b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan Kualitas 
Lingkungan,maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a 
dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran 
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran 
dan Pemantauan Kualitas Lingkungan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 
Barat; 
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  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara; 

  7. Peraturan   Pemerintah   Nomor   82   Tahun   2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 

  8. Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2012  tentang 
IzinLingkungan 

  9. Peraturan  Pemerintah    Nomor  101    Tahun  2014 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

  11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18   
Tahun   2009   tentang   Tata   Cara   Perizinan Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

  12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 
Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan 
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah 
Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL; 

  14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 
Lingkungan Hidup; 

  15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 
Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat 
Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin 
Lingkungan; 

  16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 
Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan 
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan 
Izin Lingkungan; 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 
2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan 
Kualitas Lingkungan; 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NO 22 
TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN 
PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan 
rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah 
sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha  yang  
meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)atau Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) 
dengan nama dan dalam bentuk  apapun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 
tetap; 

7. Lingkungan  Hidup  adalah  kesatuan  ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan,   dan   makhluk   hidup,   termasuk   manusia   dan perilakunya, 
yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lain; 

8. Usaha  dan/atau  kegiatan  adalah  usaha  dan/atau  kegiatan  yang 
mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup; 

9. Pengelolaan   Lingkungan   Hidup   adalah   upaya   terpadu   untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, 
pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan 
pengendalian lingkungan hidup; 

10. Dampak  Lingkungan  Hidup  adalah  pengaruh  perubahan  pada lingkungan 
hidup yang diakibatkan oleh suatu dan/atau kegiatan; 

11. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang 
berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan 
kualitas lingkungan; 
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12. Mutu  Air  Limbah  adalah  keadaan  air  limbah  yang  dinyatakan dengan 
debit, kadar, dan beban pencemaran; 

13. Baku  Mutu  Air  Limbah  adalah  ukuran  batas  atau  kadar  unsur 
pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang diperbolehkan 
keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan; 

14. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah 
B3  adalah  sisa  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang mengandung bahan 
berbahaya dan/atau beracun yang karena sifatdan/atau konsentrasinya 
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 
mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan  hidup,  kelangsungan  
hidup  manusia  serta  makhluk hidup lain; 

15. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, 
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan 
penimbunan limbah B3; 

16. Penyimpanan  Limbah  B3  adalah  kegiatan  menyimpan  limbah  B3 yang 
dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah 
dan/ataupenimbun   limbah   B3   dengan   maksud   menyimpan sementara; 

17. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari 
penghasil limbah B3 dengan menyimpan sementara sebelum 
diserahkankepada  pemanfaat,  pengolah  dan/atau  penimbun limbah B3; 

18. Pengumpulan Limbah B3Skala Kabupaten adalah kegiatanmengumpulkan   
limbah B3 dari penghasillimbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) 
Kabupaten; 

19. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah  adalah Izin untukmelakukan  
penyimpanan  sementara  limbah B3 termasuk minyak pelumas bekas/oli 
bekas; 

20. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten adalah Izin untukmelakukan   
kegiatan   pengumpulan   limbah   B3   tidak   termasuk minyak pelumas 
bekas/oli bekas; 

21. Izin  Lingkungan  adalah  izin  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; 

22. Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup  yang  selanjutnya  disebut 
AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 
kegiatan  yang  direncanakan  pada  lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan; 

23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan 
pemantauan  terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  tidak  berdampak 
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; 

24. Usaha   dan/atau   Kegiatan   adalah   segala   bentuk   aktivitas   yang   
dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta 
menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup; 

25. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar 
yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan; 
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26. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan 
hidup yang merupakan hasil pelingkupan; 

27. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, 
adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu 
rencana usaha dan/atau kegiatan; 

28. Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yang  selanjutnya  disebut  RKL, 
adalah   upaya   penanganan   dampak   terhadap   lingkungan   hidup   yang 
ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan; 

29. Rencana  Pemantauan  Lingkungan  Hidup,  yang  selanjutnya  disebut  RPL, 
adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena 
dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan; 

30. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan 
kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan 
yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 

31. Rekomendasi  UKL-UPL  adalah  surat  persetujuan  terhadap  suatu  usaha 
dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL; 

32. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi Pemerintah yang bertanggung 
jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan; 

33. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi 
Teknisuntuk melakukan usaha dan/atau kegiatan; 

34. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang 
bertugas menilai dokumen AMDAL; 

35. Sanksi   Administratif   adalah   perangkat   sarana   hukumadministrasi 
yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali 
keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan 
hidup  dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan; 

36. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalahizin  yang 
diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, 
bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada 
lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia; 

37. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah 
serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan 
Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk 
mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin 
lingkungan dan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 

38. Pejabat   Pengawas   Lingkungan  Hidup   yang   selanjutnyadisingkat  PPLH  
adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diberi tugas, wewenang, kewajiban dan 
tanggung jawab untuk melaksanakan   kegiatan   pengawasan   lingkungan   
hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

39. Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup  Daerah  yang selanjutnya disingkat 
PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil didaerah   yang   diberi   tugas,   
wewenang,   kewajiban   dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan 
pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 
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BAB II 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 2 

 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi : 
1. Pengelolaan limbah B3. 
2. Izin Lingkungan. 
3. Sanksi Administratif. 

 
BAB III 

PENGELOLAAN LIMBAH B3 
 

Bagian Kesatu 
Perizinan 

 
Pasal 3 

 

(1) Badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 di 
industriatau usaha dan/ataukegiatan wajib  memiliki izin penyimpanan 
limbah B3 dari Bupati; 

(2) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 pada skalakabupaten  
wajib memiliki izin pengumpulan limbah B3 dari Bupati; 

(3) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izinpenyimpanan  
sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengumpulan 
limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD yang 
membidangi perizinan. 

 
Pasal 4 

 

(1) Pemohon  mengajukan  permohonan  izin  penyimpanan  sementara dan/atau 
pengumpulan limbah B3 kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan. 

(2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan 
administrasi dan teknis. 

(3) Setelah   menerima   permohonan   izin   penyimpanan   sementara dan/atau  
pengumpulan  limbah  B3  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), SKPD yang 
membidangi perizinan melakukan pemeriksaan   kelengkapan administrasi 
dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 
Pasal 5 

 

(1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat berupa: 
a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau 
b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap. 

(2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap 
sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD yang membidangi 
perizinan meneruskan kepada Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan 
Hidup untuk dilakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan   
administrasi  dan  teknis dengan kondisi dilokasi usaha dan/atau kegiatan. 
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(3) Dalam  hal  persyaratan  administrasi  dinyatakan  tidak  lengkap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD yang membidangi 
perizinan menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada 
pemohon. 

 
Pasal 6 

 

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)dapat 
berupa: 
a. persyaratan  administrasi  dan  teknis  sesuai  dengan  kondisi  di lokasi 

usaha dan/atau kegiatan; atau 
b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisidi lokasi 

usaha dan/atau kegiatan. 
(2) Dalam  hal  persyaratan  administrasi  dan  teknis  sesuai  dengan kondisi di 

lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat   (1)   huruf   
a,   Kepala   SKPD   Lingkungan   Hidup menyampaikan rekomendasi kepada 
Kepala SKPD yang menangani perizinan untuk diterbitkan keputusan izin 
pengumpulan limbah B3. 

(3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di 
lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf   
b,   Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup menyampaikan 
rekomendasi kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan untuk 
diterbitkan surat penolakan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada 
pemohon yang disertai dengan alasan. 

 
Pasal7 

 

(1) Keputusan permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan 
limbah B3 dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya permohonan izin pengumpulan limbah B3. 

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, 
Kepala SKPD yang membidangi perizinan wajib menerbitkan izin 
pengumpulan limbah B3. 

 

Pasal 8 
 

Badan Usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib 
memiliki : 
a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan 

pengumpulan limbah B3; dan 
b. tenaga yang terdidik di bidang  analisa dan pengelolaan limbah B3 
 

Pasal 9 
 

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila : 
a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan 
b. badan  usaha  pengumpulan  limbah  B3  telah  memiliki  kontrakkerjasama 

dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah 
memiliki izin. 
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Pasal10 
 

(1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati; 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan tembusan kepada 
Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Gubernur JawaBarat. 

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang 

usaha, nama penanggungjawab kegiatan; 
b. sumber limbah B3; 
c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3; 
d. jenis dan karakteristik limbah B3; 
e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, meliputi : 

1) mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan; 
2) mengikuti persyaratan  penyimpanan  dan/atau pengumpulan limbah 

B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
3) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai 

dengan jenis dan karekteristik limbah B3; 
4) mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3; 
5) mencatat neraca limbah B3; 
6) mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah 

B3; dan 
7) menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanandan/atau 

pengumpulan limbah B3.  
f. sistem pengawasan; dan 
g. masa berlaku izin. 

 
Pasal  11 

 

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) 
dilakukan  apabila: 
a. permohonan  izin  tidak  memenuhi  persyaratanadministrasi dan/atau teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10dan ; 
b. diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati dengan disertai alasan penolakan. 

 
Pasal 12 

 

(1) Izin  penyimpanan  sementara  dan/atau  pengumpulan  limbah  B3 berlaku 
selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 

(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan  
kepada  Bupati  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  kerja sebelum masa 
berlaku izin berakhir. 

(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang  
merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan Bupati ini. 

(4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 13 
 

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara 
penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan 
permohonan izin baru. 
 

Pasal 14 
 

(1) Izin penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir 
apabila : 
a. telah habis masa berlaku izin; atau 
b. dicabut oleh bupati sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pencabutan  izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b dilakukan 
apabila ditemukan pelanggaran terhadap pengelolaan limbah B3 
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati ini. 

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih 
dahulu diberikansurat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun 
waktu 2 (dua) bulan. 

 
Pasal 15 

 

(1) Penyelenggaraan verifikasi perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri 
atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(2) Ketua  tim  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  Pejabat Pengawas 
Lingkungan   Hidup   Daerah  (PPLHD)  yang  memenuhi persyaratan : 
a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 ; dan/atau 
b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan 

lingkungan hidup. 
(3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

persyaratan : 
a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 ; dan/atau 
b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan 

lingkungan hidup. 
 

Pasal 16 
 

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib dilengkapi dengan 
surat penugasan. 

(2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan 
hidup. 

  
Bagian Kedua 

Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 
 

Pasal 17 
 

Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD yang menangani lingkungan hidup untuk  
melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3. 
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Pasal 18 
 

(1) Penyelenggaraan  pengawasan  pelaksanaan  pengelolaan  limbah  B3 dan 
pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim 
pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketuatim dan 
paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim. 

(3) Ketua  tim  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  Pejabat 
PengawasLingungan   Hidup   Daerah   (PPLHD)   yang   memenuhi 
persyaratan : 
a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 ; dan/atau 
b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan 

hidup. 
(4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 

persyaratan : 
a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 ; dan/atau 
b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan 

lingkungan hidup. 
 
 

Pasal 19 
 

(1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam 
melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas. 

(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
kepalainstansi   yang   bertanggungjawab   di   bidang   pengelolaan 
lingkungan hidup. 

 
 

Pasal 20 
 

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),dalam  
melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan 
pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 21 

 

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (1)berwenang : 
a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaatan, 

pengumpulan,pengolahan, penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan 
tercemar limbah B3; 

b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dancontoh 
lainnya; 

c. meminta  keterangan  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan 
pengelolaanlimbah  B3  dan  pelaksanaan  pemulihan  lingkungan akibat 
pencemaran limbah B3; 

d. melakukan pemotretan; dan 
e. memeriksa  dan  membuat  status  penaatan badan usaha terhadap perizinan 

pengelolaan limbah B3. 
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Bagian Ketiga 

Pembinaan 
 

Pasal 22 
 

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah 
B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat 
pencemaran limbah B3 di tingkat kabupaten dilakukan oleh Menteri Lingkungan   
Hidup dan/atau Gubernur Jawa Barat. 

 
BAB IV 

IJIN LINGKUNGAN 
 

Pasal  23 
 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-
UPLwajib memiliki Izin Lingkungan. 

(2) Izin  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diperoleh  melalui 
tahapan kegiatan yang meliputi: 
a. penyusunan AMDAL dan UKL-UPL; 
b. penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan  
c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. 

(3) Tata cara pelaksanaan penyusunan AMDAL dan UKL UPL, penilaian AMDAL, 
dan pemeriksaan UKL-UPL mengacu pada peraturan perundang-undangan. 

 
 

Bagian Kesatu 
Permohonan Izin Lingkungan 

 
Pasal 24 

 

(1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab 
usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Pimpinan tinggi 
pratama yang membidangi lingkungan hidup. 

(2) Permohonan   Izin   Lingkungan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) 
disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL-RPL 
atau pemeriksaan UKL-UPL. 

 
 

Pasal 25 
 

(1) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), 
harus dilengkapi dengan: 
a. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL; 
b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan  
c. profil usaha dan/atau kegiatan. 

(2) Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan sebagaimana pada ayat (1) 
huruf b dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk usaha dan/atau 
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kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk Pemerintah antara lain 
berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintahan. 

(3) Profil usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
paling sedikit memuat : 
a. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 
b. nama usaha dan/atau kegiatan; 
c. alamat usaha dan/atau kegiatan; 
d. bidang usaha dan/atau kegiatan; dan  
e. lokasi usaha dan/atau kegiatan. 

 
Pasal 26 

 

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalamPasal 25, Kepala SKPDyang membidangi lingkungan hidup mengumumkan 
permohonan Izin Lingkungan. 
 

Pasal 27 
 

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib AMDAL dilakukan melalui multimedia dan papan 
pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari 
kerja terhitung sejak dokumen AMDAL dan RKL-RPL yang diajukan 
dinyatakan lengkap secara administrasi. 

(2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap 
pengumuman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam  jangka  waktu 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan. 

(3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
disampaikan melalui  wakil  masyarakat  yang  terkena  dampak  dan/atau 
organisasi masyarakat yang menjadi anggota KPA Kabupaten Pangandaran 

(4) Pelaksanaan pengumuman permohonan izin lingkungan untuk usaha 
dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL  sesuai dengan peraturan perundang - 
undangan. 

 
Pasal 28 

 

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan melalui multimedia dan papan 
pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari 
kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap 
secara administrasi. 

(2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap 
pengumuman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam  jangka  waktu 
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan. 

(3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
disampaikan kepada Pimpinan tinggi pratama yang membidangi lingkungan 
hidup. 

(4) Pelaksanaan pengumuman permohonan izin lingkungan untuk usaha 
dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 
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Bagian Kedua 

Penerbitan Izin Lingkungan 
untuk Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL 

 
Pasal 29 

 

(1) Berdasarkan hasil penilaian dokumen AMDAL oleh KPA, Bupati menerbitkan: 
a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika 

rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; 
atau 

b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha 
dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup. 

(2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan 
lingkungan hidup. 

(3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan 
kepada Kepala SKPDyang membidangi lingkungan hidup. 

 
Pasal 30 

 

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dengan 
kriteria, sebagai berikut: 
a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta 

sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 
c. kepentingan pertahanan keamanan; 
d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari 

aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan 
masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi 
usaha dan/atau kegiatan; 

e. hasil  evaluasi  secara  holistik  terhadap  seluruh  dampak  penting  sebagai 
sebuah  kesatuan  yang  saling  terkait  dan  saling  mempengaruhi  sehingga 
diketahui  perimbangan  dampak  penting  yang  bersifat  positif  dengan  yang 
bersifat negatif; 

f. kemampuan  pemrakarsa  dan/atau  pihak  terkait  yang  bertanggung  
jawabdalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan 
dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan 
teknologi, sosial, dan kelembagaan; 

g. rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  tidak  menganggu  nilai-nilai  sosial  atau 
pandangan masyarakat (emic view); 

h. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau 
mengganggu entitas ekologis yang merupakan: 
1. entitas dan/atau spesies kunci (key species); 
2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance); 
3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau 
4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance). 
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i. rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  tidak  menimbulkan  gangguan  terhadap 
usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha 
dan/atau kegiatan; dan 

j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup dari 
lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud. 

 
Pasal 31 

 

(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat : 
a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan; 
b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; 
c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh 

pemrakarsa dan pihak lain; 
d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan; 
e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan; 
f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yang diperlukan; dan 
g. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. 

(2) Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
dalamPasal 29 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: 
a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan; 
b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; 
c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh 

pemrakarsa dan pihak lain; 
d. pernyataan penetapan ketidaklayakan ingkungan; 
e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan; dan 
f. tanggal penetapan Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup. 

 
Pasal 32 

 

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a 
paling sedikit memuat: 
a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa surat keputusan 

kelayakanlingkungan; 
b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi: 

1. nama usaha dan/atau kegiatan; 
2. jenis usaha dan/atau kegiatan; 
3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan; 
4. alamat kantor; dan 
5. lokasi kegiatan. 

c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; 
d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain: 

1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL; 
2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yangdiperlukan; dan 
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3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati 
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan 
perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup. 

e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain: 
1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan 

dan/ataukriteria  baku  kerusakan  lingkungan  sesuai  dengan  RKL-
RPL  dan peraturan perundang-undangan; 

2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang 
dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali; 

3. mengajukan    permohonan    perubahan    Izin    Lingkungan    
apabiladirencanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi 
rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan 

4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau 
Bupatisesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

f. hal-hal lain, antara lain: 
1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat 

dikenakan sanksi   administratif   apabila   ditemukan   pelanggaran; 
2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat 

dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran; dan 
3. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan 

wajibmemberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup 
untuk melakukan pengawasan. 

g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin 
Lingkunganini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung 
sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; 
dan 

h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan. 
(2) Izin  Lingkungan  yang  telah  diterbitkan  wajib  diumumkan  melalui  media 

massa dan/atau   multimedia   paling   lama   5   (lima)   hari   kerja   sejak 
diterbitkannya Izin Lingkungan. 

(3) Pelaksanaan  pengumuman  Izin  Lingkungan  sesuai  ketentuan  peraturan 
perundangan. 

 
Pasal 33 

 

(1) Apabila KPA Kabupaten belum memiliki lisensi, penilaian dokumen AMDAL 
yang menjadi kewenangannya dilakukan oleh KPA Provinsi. 

(2) Penilaian dokumen AMDAL oleh KPA provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat(1) dapat diselenggarakan di Daerah. 

(3) KPA Provinsi dalam penyelenggaraan penilaian dokumen AMDAL 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan wakil dari Instansi 
yang membidangi lingkungan hidup dan instansi lain yang terkait dengan 
rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan dokumen AMDAL-nya. 

(4) Berdasarkan hasil penilaian dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bupati menerbitkan: 
a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; atau 
b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup. 



16 
 

 
Bagian Ketiga 

Penerbitan Izin Lingkungan 
Untuk Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL  

 
Pasal 34 

 

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL, Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerahyang membidangi lingkungan hidup menerbitkan: 
a. rekomendasi  persetujuan  UKL-UPL  dan  Izin  Lingkungan,  jika  

rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau 
b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan 

dinyatakan tidak disetujui. 
(2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan  secara  bersamaan  dengan  penerbitan  rekomendasi  persetujuan 
UKL-UPL. 

 
Pasal 35 

 

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a 
paling sedikit memuat: 
a. dasar  diterbitkannya  Izin  Lingkungan  berupa  rekomendasi persetujuan 

UKL-UPL; 
b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi: 

1. nama usaha dan/atau kegiatan; 
2. jenis usaha dan/atau kegiatan; 
3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan; 
4. alamat kantor; dan 
5. lokasi kegiatan. 

c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; 
d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain: 

1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL; 
2. memperoleh  Izin  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup 

yang diperlukan; dan 
3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati 

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. 

e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain: 
1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau 

kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan 
peraturanperundang-undangan; 

2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban 
yangdimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali; 

3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila 
direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup 
deskripsirencana usaha dan/atau kegiatannya; dan 

4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau 
Bupatisesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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f. hal-hal lain, antara lain: 

1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat 
dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran; 

2. pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  Izin  Lingkungan  ini  
dapatdibatalkan   apabila   di   kemudian   hari   ditemukan   
pelanggaran; dan 

3. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib 
memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk 
melakukan pengawasan. 

g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan 
ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak 
ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan 

h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan. 
(2) Izin  Lingkungan  yang  telah  diterbitkan  wajib  diumumkan  melalui  media 

massa dan/atau   multimedia   paling   lama   5   (lima)   hari   kerja   sejak 
diterbitkannya Izin Lingkungan. 

(3) Pelaksanaan  pengumuman  Izin  Lingkungan  sesuai  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan. 

 
Bagian Keempat 

Perubahan Izin Lingkungan 
 

Pasal 36 
 

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan 
perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah 
memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. 

(2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)meliputi: 
a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan; 
b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; 
c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi 

kriteria: 
1. perubahan  dalam  penggunaan  alat-alat  produksi  yang  berpengaruh 

terhadap lingkungan hidup; 
2. penambahan kapasitas produksi; 
3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; 
4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan; 
5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan; 
6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan; 
7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di 

dalam Izin Lingkungan; 
8. terjadinya  perubahan  kebijakan  pemerintah  yang  ditujukan  

dalamrangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup;dan/atau 
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9. terjadi  perubahan  lingkungan  hidup  yang  sangat  mendasar  
akibatperistiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu 
Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. 

d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan 
hidupberdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau 
audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau 

e. tidak  dilaksanakannya  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  dalam  jangka 
waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan. 

(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggungjawab 
usaha dan/atau   kegiatan   wajib   mengajukan   permohonan   perubahan 
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. 

(4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan 
melalui: 
a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau 
b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum AMDAL dan RKL-RPL. 

(5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan 
dan pemeriksaan UKL-UPL baru. 

(6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak 
termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. 

(7) Penerbitan  perubahan  Izin  Lingkungan  dilakukan  bersamaan  dengan 
penerbitan perubahan   Keputusan   Kelayakan   Lingkungan   Hidup   atau 
Rekomendasi UKL-UPL. 

(8) Pelaksanaan  perubahan  usaha  dan/atau  kegiatan  sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) dan  tata cara perubahan Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hidup,  perubahan  Rekomendasi  UKL-UPL, dan penerbitan 
perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), 
dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 37 

 

(1) Apabila terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, Kepala SKPD yang 
membidangi lingkungan hidup   menerbitkan perubahan Izin Lingkungan. 

(2) Apabila terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Kepala 
SKPD yang membidangi lingkungan hidup. 

(3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 
SKPD yang membidangi lingkungan hidup sesuai kewenangannya 
menerbitkan perubahan Izin Lingkungan. 

 
Bagian Kelima 

kewajiban pemegang izin lingkungan 
 

Pasal 38 
 

(1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban: 
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a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan 
dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan 
dan  kewajiban  dalam  Izin  Lingkungan  kepada  Bupati  melalui  Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerahyang membidangi lingkungan hidup; dan 

c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan. 

 
 

Pasal 39 
 

(1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: 
a. teguran tertulis; 
b. pembekuan Izin Lingkungan; atau 
c. pencabutan Izin Lingkungan. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan 
olehKepala SKPD yang membidangi lingkungan hidupsesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Apabila Izin Lingkungan dicabut,Kepala SKPD yang membidangi lingkungan 
hidupmengusulkan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan yang  
mempersyaratkan  Izin Lingkungan. 

 
 

Pasal 40 
 

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) 
didasarkan atas: 
a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup; 
b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang 
c. Izin Lingkungan; 
d. tingkat  ketaatan  pemegang  Izin  Lingkungan  terhadap  pemenuhan  perintah 

atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan; 
e. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau 
f. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh 

pemegangIzin Lingkungan pada lingkungan hidup. 
 
 

Bagian Keenam 
Pengendalian dan Pengawasan 

 
Pasal 41 

 

(1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan secara 
teknis operasional dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi lingkungan 
hidup. 
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(2) SKPD yang membidangi lingkungan hidup wajib melaporkan pelaksanaan  
tugasnya  kepadaBupati. 

 
Bagian Ketujuh 

Standar Operasional Prosedur 
 

Pasal 42 
 

(1) Dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini, Kepala SKPD yang membidangi 
lingkungan hidup menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

(2) SOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangka pelayanan 
prima dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Format Keputusan Izin Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
BAB V 

SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Pasal 43 
 

Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk: 
a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat 

dari suatu usaha dan/atau kegiatan; 
b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkunganhidup; 
c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup; dan 
d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan. 

 
Pasal 44 

 

(1) Bupatimenerapkan SanksiAdministratif kepada penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap: 
a.  Izin Lingkungan; 
b.  Izin  Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau 
c.  Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh PPLH 

dan/atau PPLHD dan/atau pejabat yang berwenang berdasarkan: 
a. laporan pelaksanaan izin lingkungan dan/atau  izinperlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup;dan/atau 
b. pengaduan masyarakat. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPLH dan PPLHD 
dan/atau pejabat yang berwenang. 

 
Pasal 45 
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(1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri 
atas: 
a. teguran tertulis; 
b. paksaan pemerintah; 
c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungandan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; dan 
d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan 

kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 
pelanggaran terhadap persyaratandan kewajiban yang tercantum dalam Izin 
Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 

(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan 
apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: 
a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang   

tercantum dalam Izin Lingkungandan/atau Izin Perlindungan dan 
Pengelolaan LingkunganHidup; dan/atau 

b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup. 
(4) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan 
apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: 
a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah; 
b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantumdalam Izin  

Lingkungan serta Izin Perlindungan danPengelolaan Lingkungan; 
dan/atau 

c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan IzinLingkungan dan/atau Izin 
Perlindungan dan PengelolaanLingkungan. 

(5) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan 
apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: 
a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak  lain tanpa persetujuan 

tertulis dari pemberi izin usaha; 
b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah 

yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau 
c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan yang membahayakan keselamatandan kesehatan manusia. 
 

Pasal 46 
 

(1) Penerapan Sanksi Administratif harus memperhatikan: 
a. legalitas kewenangan; 
b. prosedur yang tepat; 
c. ketepatan penerapan sanksi; 
d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapansanksi; dan 
e. asas kelestarian dan keberlanjutan. 

(2) Penerapan   Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme: 
a. bertahap; 
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b. bebas; dan/atau  
c. kumulatif. 

 
Pasal 47 

 

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan 
Paksaan Pemerintah dapat dikenakan denda atas setiap keterlambatan 
pelaksanaan sanksi Paksaan Pemerintah. 
 

 
Pasal 48 

 

Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, 
dan Pasal 47 dilaksanakan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penerapan 
Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal 49 

 

(1) Bupati sesuai  dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif atas 
pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

(2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan SanksiAdministratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan atau  melimpahkansebagian 
kewenangannya kepada KepalaSKPD yang membidangi lingkungan hidup. 

(3) Penugasan atau pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

 
 

Pasal50 
 

(1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) ditetapkan 
dalam bentuk Keputusan Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi 
lingkungan hidup. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format 
keputusan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB VI 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal51 
 

(1) Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  19 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Pangandaran. 

(2) Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini di 
bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 
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BAB VII 
 KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal52 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 
 
  Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 15 Juni 2017 
BUPATI PANGANDARAN, 

 
Ttd/cap 

 
 

H. JEJE WIRADINATA 
Diundangkan di Parigi 
Padatanggal 15 Juni 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PANGANDARAN 
 

Ttd/cap 
 

MAHMUD 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
TAHUN 2017 NOMOR  26 
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
NOMOR : 26   TAHUN 2017 
TANGGAL : 15 Juni 2017 

 
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN 

DINAS  … (Nama SKPD yang Membidangi Lingkungan Hidup) 
Jalan raya … No…. Tlp................ Fax………………………. 

Kode Pos ………. 

 
KEPUTUSAN KEPALA …  (Nama SKPD yang Membidangi Lingkungan Hidup) 

KABUPATEN PANGANDARAN 
NOMOR: 

TENTANG 
 

IZIN LINGKUNGAN SAUDARA ………………….. UNTUK …………… DI ................ 
………………. DESA ……………….., KECAMATAN ……… 

 
DINAS…  (Nama SKPD yang Membidangi Lingkungan Hidup) 

KABUPATEN  PANGANDARAN, 
 
Membaca : Surat     Saudara     ………………yang     berkedudukan     di 

  ……… desa ………… kecamatan …………………..,Kabupaten  
Pangandaran Nomor.……  tertanggal,  …………….,perihal 
Permohonan Izin Lingkungan. 
 

Menimbang : a. bahwa dokumen UKL-UPL untuk kegiatan…………. Telah 
mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas …(Nama 
SKPD yang Membidangi Lingkungan Hidup)Kabupaten 
Pangandaran  Nomor……………tanggal…………; 

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan  dokumen UKL-UPL 
kegiatan ………………….; 

c. telah    memenuhi    syarat    untuk    diterbitkannya    izin 
lingkungan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala 
Dinas… (Nama SKPD yang Membidangi Lingkungan 
Hidup)Kabupaten   Pangandaran      tentang   Izin 
Lingkungan  saudar …….    Untuk ………….. di …………… 
desa     ………………kecamatan…………; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 
Barat; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran  Nomor 22  
Tahun2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan 
Pemantauan Kualitas Lingkungan; 

6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor… Tahun 
2017tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran 
dan Pemantauan Kualitas Lingkungan 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : KEPUTUSANKEPALA DINAS…  (Nama SKPD yang Membidangi 
Lingkungan Hidup)  KABUPATEN PANGANDARAN  TENTANG 
IZIN LINGKUNGAN 

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada: 
1.  Nama                      :……………………………….. 
2.  Nama Perusahaan   :……………………………… 
3.  Bidang usaha          :……………………………… 
4.  Penanggungjawab   :………………………………….. 
5.  Alamat Kantor         :……………………………………. 
6.  Lokasi kegiatan       :……………………………………… 
7.  Diskripsi Kegiatan   :………………………………………. 

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup 
kegiatan yang tercantum dalam Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup   
usaha/kegiatan ……………………………… 

KETIGA : Usaha/Kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus 
memenuhi persyaratan dan wajib memiliki Izin perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan operasi   
yang terdiri atas: 
1.  Izin Pembuangan limbah cair; dan 
2.  Izin penyimpanan sementara limbah B3. 

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan 
sebagai syarat  penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud diktum KETIGA. 

KELIMA : Usaha/kegiatan ………….dalam melaksanakan kegiatannya 
harus memenuhi kewajibannya melakukan pengelolaan 
dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup rencana (UKL-UPL )   yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari keputusan  izin. 

KEENAM : Izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa izin usaha dan 
atau kegiatan. 
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KETUJUH : Penanggung    jawab    usaha/kegiatan    wajib    
mengajukanpermohonan   perubahan   izin   lingkungan   
apabila   terjadiperubahan   yang   tercantum   dalam   pasal   
50   PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan. 

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha/kegiatan timbul dampak 
lingkungan hidup  diluar dari dampak penting yang dikelola 
sebagaimana  dimaksud  dalam  Upaya  Pengelolaan 
Lingkungan  Hidup  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan 
Hidup rencana (UKL-UPL) penanggung jawab usaha/kegiatan 
wajib melaporkan kepada instansi terkait  yang membidangi. 

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan. 

 
  KEPALA … (SKPD YANG 

MEMBIDANGI LINGKUNGAN HIDUP) 
 
 
 
 

(NAMA) 
NIP.  

 
  BUPATI PANGANDARAN, 

 
                     Ttd/cap 

 
 

H. JEJE WIRADINATA 
Diundangkan di Parigi 
pada tanggal 15 Juni 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PANGANDARAN 
 

Ttd/cap 
 

MAHMUD 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
TAHUN 2017 NOMOR  26 
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
NOMOR : 26   TAHUN 2017 
TANGGAL : 15 Juni 2017 

 
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN 

DINAS  … (Nama SKPD yang Membidangi Lingkungan Hidup) 
Jalan raya … No…. Tlp................ Fax………………………. 

Kode Pos ………. 

 
KEPUTUSAN KEPALA …  (Nama SKPD yang Membidangi Lingkungan 

Hidup)KABUPATEN PANGANDARAN 
NOMOR: 

TENTANG 
 

IZIN LINGKUNGAN SAUDARA ………………….. UNTUK …………… DI ................ 
DESA ……………………….., KECAMATAN …………… 

 
DINAS…  (Nama SKPD yang Membidangi Lingkungan Hidup) 

KABUPATEN  PANGANDARAN, 
 
Membaca : Surat Saudara ………………yang berkeduduka di……… desa 

………… kecamatan …………………..,Kabupaten  Pangandaran
Nomor.……  tertanggal, …………….,perihal Permohonan Izin 
Lingkungan. 
 

Menimbang : a. bahwa dokumen AMDAL untuk kegiatan…………. Telah 
mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat,  
Nomor……………tanggal…………; 

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen 
AMDAlkegiatan ………………….; 

c. telah memenuhi syarat untuk diterbitkannya izin 
lingkungan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 
…(Nama SKPD yang Membidangi Lingkungan Hidup) 
KabupatenPangandaran tentang Izin Lingkungan 
saudara……. Untuk …………..di…………… desa 
………………kecamatan…………; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 
Barat; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran  Nomor 22  
Tahun2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan 
Pemantauan Kualitas Lingkungan; 

6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor… Tahun 
2017tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran 
dan Pemantauan Kualitas Lingkungan 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : KEPUTUSANKEPALA DINAS … (Nama SKPD yang 

Membidangi Lingkungan Hidup) KABUPATEN PANGANDARAN  
TENTANG IZIN LINGKUNGAN 

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada: 
1.  Nama                      :……………………………….. 
2.  Nama Perusahaan   :……………………… 
3.  Bidang usaha          :……………………………… 
4.  Penanggungjawab   :………………………………….. 
5.  Alamat Kantor         :……………………………………. 
6.  Lokasi kegiatan       :……………………………………… 
7.  Diskripsi Kegiatan   :………………………………………. 

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup 
kegiatan yang tercantum dalam Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Upaya     Pemantauan Lingkungan 
Hidup usaha/kegiatan ……………………… 

KETIGA : Usaha/Kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus 
memenuhi persyaratan  dan  wajib  memiliki  Izin 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 
tahapan operasi   yang terdiri atas: 
1.Izin Pembuangan limbah cair; dan 
2.Izin penyimpanan sementara limbah B3. 

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan 
sebagai syarat  penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud diktum KETIGA. 

KELIMA : Usaha/kegiatan ………….dalam melaksanakan kegiatannya 
harus memenuhi kewajibannya melakukan pengelolaan 
dampak sebagaimana tercantum dalam   dokumen Rencana 
Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari keputusan  izin. 

KEENAM : Izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa izin usaha dan 
atau kegiatan. 

KETUJUH : Penanggung    jawab    usaha/kegiatan    wajib    mengajukan 
permohonan   perubahan   izin   lingkungan   apabila   terjadi 
perubahan   yang   tercantum   dalam   pasal   50   Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 
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KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha/kegiatan timbul dampak 
lingkungan hidup  diluar dari dampak penting yang dikelola 
sebagaimana dimaksud dalam Rencana Pengelolaan 
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan 
(RPL) penanggung jawab usaha/kegiatan wajib melaporkan 
kepada instansi terkait  yang membidangi. 

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan. 

 
 
  KEPALA … (SKPD YANG 

MEMBIDANGI LINGKUNGAN 
HIDUP) 

 
 
 

(NAMA) 
NIP.  

 
Tembusan: 
1. Bupati Pangandaran; 
2. Dinas … (yang Membidangi Perizinan) Kabupaten Pangandaran; 
3. Yang Bersangkutan; 
 
  BUPATI PANGANDARAN, 

 
                     Ttd/cap 

 
 

H. JEJE WIRADINATA 
Diundangkan di Parigi 
pada tanggal 15 Juni 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PANGANDARAN 
 

Ttd/cap 
 

MAHMUD 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
TAHUN 2017 NOMOR  26 
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
NOMOR : 26   TAHUN 2017 
TANGGAL : 15 Juni 2017 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF 

DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
 
A. PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang 

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi 
disebabkan: 
a. penegakan   hukum   administrasi   mempunyai   fungsi   sebagai 

instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan 
yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup; 

b. melalui    sanksi    administasi    dimaksudkan    agar    
perbuatanpelanggaran  itu  dihentikan,  sehingga  sanksi  administrasi 
merupakan instrument yuridis yang bersifat  preventif dan represif non-
yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 

c. selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunya sifat 
reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu 
pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum 
lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak 
atau tercemar; 

d. berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan 
sanksi  administrasi  oleh  pejabat  administrasi  dilakukan  tanpa harus 
melalui proses pengadilan (nonyustisial), sehingga penerapan sanksi 
administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya 
dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan. Yang tak kalah 
pentingnya dari penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang 
dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat. 

 
2. Jenis Pelanggaran 

Penegakan hukum administratif di bidang perlindungan danpengelolaan   
lingkungan hidup didasarkan atas dua instrumen penting, yaitu 
pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan  dilakukan  
untuk  mengetahui  tingkat  ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap: 
a. Izin Lingkungan 

Pelanggaran izin  lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukanoleh 
setiap orang karena: 
1) tidak memiliki izin lingkungan; 
2) tidak memiliki dokumen lingkungan; 
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3) tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan, 
termasuk tidak mengajukan permohonan untuk izin perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional; 

4) tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum 
dalam izin lingkungan; 

5) tidak  melakukan  perubahan  izin  lingkungan  ketika  terjadi 
perubahan sesuai  Pasal  50  Peraturan  Pemerintah Nomor  27 Tahun 
2012 tentang Izin Lingkungan; 

6) tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap 
pelaksanaan  persyaratan  dan  kewajiban  lingkungan  hidup; 
dan/atau 

7) tidak menyediakan dana jaminan. 
 

b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi: 
1) izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi: 

a) izin penyimpanan limbah B3; 
b) izin pengumpulan limbah B3 
c) izin pemanfaatan limbah B3; 
d) izin pengolahan limbah B3; 
e) izin penimbunan limbah B3; 

2) Izin dumping ke laut; 
3) izin pembuangan air limbah; 
4) izin pembuangan air limbah ke laut; 
5) izin pembuangan air limbah melalui injeksi; 
6) izin pembuangan emisi ke udara. 

 
c. Pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena: 
1) tidak  memiliki  izin  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup; 
2) tidak memiliki izin lingkungan; 
3) tidak memiliki dokumen lingkungan; 
4) tidak  menaati  persyaratan  izin  perlindungan  dan  

pengelolaanlingkungan hidup; 
5) tidak    menaati    kewajiban    dan/atau    perintah    sebagaimana 

tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup; 
dan/atau 

6) tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan 
terhadappelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup. 

 
d. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) beserta 
peraturan pelaksanaannya terdiri dari peraturan pemerintah, peraturan 
presiden, peraturan daerah, peraturan Menteri, peraturan kepala daerah 
dan peraturan daerah untuk melaksanakan UUPPLH.
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B.    PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF 
 

1.  Jenis Sanksi Administratif.   
 
a. Teguran tertulis 

Sanksi   Administratif   Teguran   Tertulis   adalah   sanksi   yang 
diterapkan kepada penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam 
hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang 
ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut  baik  
secara  tata  kelola  lingkungan hidup yang baik mapun secara teknis 
masih dapat dilakukan perbaikan dan   pula   belum   menimbulkan   
dampak   negatif   terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut 
harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif 
terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan, 
misalnya: 
1)  bersifat administratif, antara lain: 

a)  tidak menyampaikan laporan; 
b)  tidak memiliki log book dan neraca limbah B3; 
c)  tidak memiliki label dan simbol limbah B3. 

 
2) Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan 

yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu 
yang lama,tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak 
memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi. 
Pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain: 
a) parameter BOD5  kurang dari 0,2 ppm yang secara teknis tidak 

menimbulkan dampak negatif atau pencemaran terhadap 
lingkungan; 

b) belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup; 

c) terjadinya  kerusakan  atau  gangguan  pada  instalasi 
pengolahan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang; 

d) terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi; 
e) penanganan  teknis   yang   lebih   baik   untuk  

mencegahpencemaran dan/atau perusakan lingkungan; 
f) pelanggaran  lainnya  yang  dapat  menimbulkan  

potensiterjadinya  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan 
hidup. 

g) belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL; 
h) tidak melakukan pencatatan debit harian; 
i) tidak melakukan pelaporan swapantau; 
j) laboratorium    pengujian    yang    digunakan    belum 

terakreditasi; 
k) belum  melakukan  pencatatan  dan  pelaporan  

kegiatanpenyimpanan limbah B3; 
l) belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3; 
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m) tidak memasang lampu penerangan, simbol, label limbahB3; 
n) tidak memiliki SOP penyimpanan, pengumpulan,pemanfaatan, 

pengolahan dan penimbunan  limbah B3 dan tidak memiliki log 
book limbah B3; 

o) belumdan pelaporan kegiatan pemanfaatan, pengumpulan limbah 
B3; 

 
b. Paksaan Pemerintah 

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan 
nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam 
keadaan semula. 

Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu 
diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan  
pemerintah  dapat  dijatuhkan  pula  tanpa  didahului dengan teguran 
tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: 
1) ancaman yang  sangat  serius  bagi  manusia  dan  lingkungan hidup; 
2) dampak  yang  lebih  besar  dan  lebih  luas  jika  tidak  segera 

dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau 
3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera 

dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. 
 

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk: 
1) penghentian sementara kegiatan produksi; 
2) pemindahan sarana produksi; 
3) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; 
4) pembongkaran; 
5) penyitaan   terhadap   barang   atau   alat   yang   berpotensi 

menimbulkan pelanggaran; 
6) penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau 
7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan 

tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. 
 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi 
adminstratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan 
pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam 
izin lingkungan dan peraturan perundang- undangan lingkungan dan 
terkait lingkungan, misalnya: 
1) tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); 
2) tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3; 
3) tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (flow meter); 
4) tidak memasang tangga pengaman pada cerobong emisi; 
5) tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi; 
6) membuang  atau  melepaskan  limbah  ke  media  lingkungan 

melebihi baku mutu air limah; 
7) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam izin; 
8) tidak mengoptimalkan kinerja IPAL; 
9) tidak memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan; 
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10) tidak membuat saluran air limbah yang kedap air; 
11) tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran 

udara; 
12) tidak memasang alat scrubber; 
13) tidak memiliki fasilitas sampling udara; 
14) membuang limbah B3 di luar TPS limbah B3; 
15) tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah 

B3. 
 

c. Pembekuan  Izin  Lingkungan  dan/atau  Izin  Perlindungan  
danPengelolaan Lingkungan Hidup 

 
Sanksi  administratif  pembekuan izin  lingkungan  dan/atau  izin 

perlindungan dan pengelolaan adalah sanksi yang berupa tindakan 
hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan 
dan/atau  izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada 
berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat 
dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. 

 
Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin 

lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya: 
1) tidak melaksanakan paksaan pemerintah; 
2) melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin 

lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 
3) pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan 

pengelolaan  lingkungan  belum  menyelesaikan  secara  teknis apa 
yan seharusnya menjadi kewajibannya. 

 
d. Pencabutan  Izin  Lingkungan  dan/atau  Izin  Perlindungan  

danPengelolaan Lingkungan Hidup 
 

Sanksi  administratif  berupa  pencabutan  izin  lingkungan diterapkan 
terhadap pelanggaran, misalnya: 
1) tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah; 
2) memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa 

persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; 
3) tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif 

yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; 
4) terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum 

yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat; 

5) menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan 
pembuangan limbah B3; 

6) menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan 
menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam 
izin. 
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e. Denda Administratif 

 
Yang dimaksud dengan Sanksi Administratif Denda adalah pembebanan 
kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu 
kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat 
untuk melakukan paksaan pemerintahan. 

 
Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan 
pemerintah ini terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan 
pemerintah tidak dilaksanakan. 
 

C.      PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF 
 

1. Prosedur atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus 
dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-
asas Umum Pemerintahan yang baik. 

2. Pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki  
kewenangan  yang  sah  berdasarkan  peraturan perundang  undangan.  
Kewenangan  tersebut  dapat  bersumber dari  atribusi,  delegasi,  atau  
mandat.  Sumber  kewenangan  ini akan menentukan cara bagaimana 
pejabat administratif menjalankan kewenangannya. 

3. Ketepatan penerapan sanksi administratif yang digunakan 
dalampenerapan sanksi administratif meliputi: 
1) ketepatan bentuk hukum 

Sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggaran 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrumen yang  
digunakan  untuk  menerapkan  sanksi  administratif harus 
dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). 

2) ketepatan substansi 
Ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif berkaitan 
dengan kejelasan tentang : 
a. jenis dan peraturan yang dilanggar; 
b. jenis sanksi yang diterapkan; 
c. perintah yang harus dilaksanakan; 
d. jangka waktu; 
e. konsekuensi dalam hal sanksi administratif tersebut 

tidakdilaksanakan; dan 
f. hal-hal lain yang relevan. 

 
3) Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi Dalam   

Keputusan  Tata   Usaha   Negara   hindari  klausula pengaman yang 
lazimnya berbunyi: “Apabila di kemudian hari ternyata ada 
kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya.” 

 
4) Asas Kelestarian dan Keberlanjutan 
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Dalam menerapkan sanksi administratif perlumempertimbangkan 
asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan 
keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan 
tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap 
sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian 
daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 
 

4. Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif 
Mekanisme penerapan sanksi administratif meliputi: 
a. Bertahap 

Penerapan   sanksi   administratif   secara   bertahap yaitu 
penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang 
ringan hingga sanksi yang terberat, apabila teguran tertulis tidak 
ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya 
yang lebih berat yaitu  paksaan  pemerintah  atau  pembekuan  izin.  
Apabilasanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati 
maka dapat dikenakan sanksi yang lebi berat lagi yaitu sanksi 
pencabutan izin. 

 
b. Bebas (Tidak Bertahap) 

Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya 
keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk 
menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat 
pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan. 

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan  
sanksi  paksaan  pemerintah.  Selanjutnya  jika sanksi administratif 
paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi 
pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis. 

 
c. Kumulatif 

Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas 
kumulatif internal dan kumulatif eksternal. 

Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan 
dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada 
satu pelanggaran.Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan 
dengan sanksi pembekuan izin. 

Kumulatif ekternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan 
dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi 
administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi 
pidana. 

 
5. Penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan keputusan 

tata usaha negara yang memuat paling sedikit: 
a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang; 
b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 
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c. nama dan alamat perusahaan; 
d. jenis pelanggaran; 
e. ketentuan yang dilanggar baik ketentuan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan maupun persyaratan dan kewajiban yang dimuat 
dalam izin lingkungan; 

f. ruang lingkup pelanggaran; 
g. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggungjawab 

usaha dan/atau kegiatan; 
h. jangka waktu penaatan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan; 
i. ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah 

dalam sanksi teguran tertulis. 
 

6. Pemberi sanksi antara lain wajib: 
a. menyampaikan keputusan sanksi dengan patut (waktu, cara, dan 

tempat) dan segera kepada pihak-pihak yang terkena sanksi. 
b. memberikan   penjelasan   kepada   para   pihak   bilamana diperlukan. 
c. melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  penerapan sanksi. 
d. membuat laporan hasil penerapan sanksi. 

 
7. Pengadministrasian  keputusan  sanksi  administratif  dilakukan melalui 

tahapan: 
a. penyusunan naskah keputusan dengan substansi dan formatsesuai 

peraturan perundang-undangan; 
b. penandatanganan oleh pejabat yang berwenang; 
c. pemberian nomor dan pengundangan; 
d. penyampaian kepada pihak yang berkepentingan; 
e. pembuatan tanda terima. 

 
 
  BUPATI PANGANDARAN, 

 
Ttd/cap 

 
 

H. JEJE WIRADINATA 
Diundangkan di Parigi 
pada tanggal 15 Juni 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PANGANDARAN 
 

Ttd/cap 
 

MAHMUD 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
TAHUN 2017 NOMOR  26 
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
NOMOR : 26   TAHUN 2017 
TANGGAL : 15 Juni 2017 

 
FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF 

 
A. Tata Naskah Keputusan Sanksi Administratif 

1. Dalam merumuskan Keputusan penerapan sanksi administratif 
harusmemperhatikan tata naskah dinas yang berlaku. 
a. Keputusan penerapan sanksi administratif paling sedikit memuat: 

1) nama jabatan yang berwenang menjatuhkan sanksi; 
2) nama  yang  dialamatkan  oleh  keputusan  (penanggungjawab usaha 

dan/atau kegiatan); 
3) peraturan perundang-undangan yang dilanggar; 
4) fakta yang menjadi dasar keputusan; 
5) amar   keputusan  (diktum)   yang   berupa   penerapan  sanksi 

administratif. 
b. Teknik perumusan keputusan sanksi administratif mengacu pada: 

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor9 
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
PembentukanPeraturan Perundang-undangan. 

c. Penggunaan bahasa tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia. 
2. Penandatangan keputusan penerapan sanksi administratif harus 

memperhatikan sumber diperolehnya kewenangan: 
a. apabila kewenangan diperoleh melalu atribusi dan delegasi, 

yangmenandatangi keputusan adalah nama jabatan dan nama pejabat 
yang namanya tertulis dalam keputusan; 

b. apabila  kewenangan  diperoleh  melalui  mandat,  di  atas  nama jabatan  
dan pejabat yang menandatangani, harus dicantumkan kode tata naskah 
dinas yang tepat dan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di 
lingkungan organisasi yang bersangkutan. 

3. Pengadministrasian 
Setelah ditandatangani, kemudian surat keputusan penerapan sanksi 
administratif diberi nomor dan diadministratifkan sebagaimana mestinya. 

4. Penyampaian Surat Keputusan Sanksi Admnistratif 
a. setelah   ditandatangani,   surat   keputusan   sanksi   administratif 

disampaikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 
b. jangka waktu penyampaian surat keputusan (paling lama empatbelas 

hari kerja); 
c. pengiriman surat keputusan sanksi administratif (antara lain kurir dan 

postercatat) 
d. bukti penerimaan surat keputusan sanksi administratif (resi, tanda 

tangan penerima yang menyebutkan nama dan tanggal diterima); 
e. penyampaian  tembusan  surat   keputusan  sanksi   administratif 

kepada kepala daerah tempat terjadinya pelanggaran (locus delicti) dan 
instansi terkait. 
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B. Format Keputusan Sanksi Administratif 
 

Atribusi Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota 
 

 
KOP 

 
KEPUTUSAN 

(MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA) NOMOR 
....TAHUN .... 

TENTANG (Judul 
Keputusan) 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 

ESA (jabatan penerbit keputusan), 
 

Menimbang   : a. bahwa …; 
 b. bahwa …; 

c. dan seterusnya …; 
Mengingat     :    1. …; 
    2. …; 

 3. dan seterusnya …; 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
KESATU        :  ......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 

KEDUA    :  ........................................................ 
........................................................ 
........................................................d

st. 
KEDELAPAN : Keputusan           (jabatan           yang 

menetapkan) ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di (nama kota) 
pada tanggal …… 
 
Jabatan yang menetapkan,  
(tanda tangan) 
Nama Pejabat yang 
menetapkan 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kop Instansi 
 

 
Memuat 
jenis, 
nomor, 
tahun 
penetapan, 
dan nama 
Keputusan 
 
 
Memuat 
pokok pikiran 
yang menjadi 
pertimbangan 
dan alasan 
penetapan 
keputusan 
 
Memuat 
dasar 
kewenangan 
penetapan 
keputusan 
 
 
Memuat 
materi 
muatan 
Keputusan 
 
 
 
Memuat 
tempat dan 
tanggal 
penetapan 
 
 
Nama 
lengkap 
pejabat yang 
menandatan
g ani, tanpa 
gelar, 
pangkat, 
golongan, 
dan NIP
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2.  Mandat Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; 
 
 

KOP Kop Instansi
 
 

KEPUTUSAN (MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA)  
NOMOR ....TAHUN .... 

TENTANG 
(Judul Keputusan) 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

(jabatan penerbit keputusan), 
 

Menimbang     :   a. bahwa …; 
b. bahwa …; 
c. dan seterusnya …; 

 
Mengingat       :   1.   …; 

2. …; 
3. dan seterusnya …; 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :   KEPUTUSAN ….. TENTANG.................. 
......................................................... 

 
KESATU         : …........................................................... 

   .............................................................. 
.............................................................. 

 
KEDUA          :   ............................................................. 

............................................................. 
dst. 

 
KEDELAPAN: Keputusan (jabatan yang menetapkan) ini 

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di (nama kota) 
pada tanggal…… 
 
a.n 
Menteri/gubernur/bupati/walikota, 
 
(tanda tangan) 
 
Nama Pejabat yang 
Menetapkan 
 

 

Memuat 
jenis, nomor, 
tahun 
penetapan, 
dan nama 
Keputusan 
 
 
Memuat 
pokok pikiran 
yang menjadi 
pertimbangan 
dan alasan 
penetapan 
keputusan 
 
 

Memuat dasar 
kewenangan 
penetapan 
keputusan 
 
 
 
 
Memuat 
materi 
muatan 
Keputusan 
 
 
Memuat 
tempat dan 
tanggal 
penetapan 
 
 
 

Nama lengkap 
pejabat yang 
menandatang 
ani, tanpa 
gelar,pangkat, 
golongan, 
dan NIP
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3.  Delegasi Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; 
 
 

KOP 

 

Kop 
Instansi

 
KEPUTUSAN (Deputi/Kepala BLH 

provinsi/kabupaten/kota)  
NOMOR ....TAHUN .... 

TENTANG 
(Judul Keputusan) 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

(jabatan penerbit keputusan), 
 

Menimbang     :   a. bahwa …; 
b. bahwa …; 
c. dan seterusnya …; 

 
Mengingat       :   1. …; 

2. …; 
3. dan seterusnya …;  
 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :   KEPUTUSAN ….. TENTANG ……… 
.................................................... 

 
KESATU         :   .................................................... 

 
KEDUA          :   ….................................................. 

 
dst. 

KEDELAPAN  :Keputusan (jabatan yang menetapkan) 
inimulai berlaku pada 
tanggalditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di (nama kota) 
pada tanggal…… 
 
Jabatan yang menerima delegasi,  
 
(tanda tangan) 
 
Nama Pejabat yang menetapkan 

Memuat 
jenis, 
nomor, 
tahun 
penetapan, 
dan nama 
Keputusan 
 

Memuat 
pokok 
pikiran yang 
menjadi 
pertimbanga
n dan alasan 
penetapan 
keputusan 
 
Memuat 
dasar 
kewenangan 
penetapan 
keputusan 
 
 
Memuat 
materi 
muatan 
Keputusan 

 
Memuat 
tempat 
dan 
tanggal 
 
 
Nama 
lengkap 
pejabat 
yang 
menandatan
gani, tanpa 
gelar, 
pangkat, 
golongan, 
dan NIP
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C.  Pelaporan 
 

Pejabat pemberi tugas, pejabat penerima delegasi, dan/atau pejabat 
penerima mandat yang mempunyai kewenangan memberikan sanksi 
administratif melaporkan pelaksanaan penerapan sanksi administratif 
kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan masukan bagi 
pengambilan keputusan dan/atau kebijakan penegakan hukum 
lingkungan lebih lanjut. 

 
 
 
  BUPATI PANGANDARAN, 

 
Ttd/cap 

 
 

H. JEJE WIRADINATA 
Diundangkan di Parigi 
pada tanggal 15 Juni 2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
 

Ttd/cap 
 

MAHMUD 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
TAHUN 2017 NOMOR  26 
 

 

 
 


